
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

ten tang 
dalam 

Nomor 13 Tahun 1950 
Daerah-daerah Ka bu paten 

1. Undang-Undang 
Pem ben tukan 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan motivasi kerja 
bagi Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, serta 
memudahkan penyaluran Ban tuan Keuangan, maka 
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan kepada 
Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 30 Tahun 2017 ten tang Pedoman Penggunaan 
Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan di 
Kelurahan; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATIKARANGANYAR, 

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 32 TAHUN 2017 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 30 

TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 
KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN 

BUPATIKARANGANYAR 
PROVINS! JAWA TENGAH 

SALIN AN 

BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 32 TAHUN 2017 

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 30 

TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 
KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

M enimbang

M engingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR,

a. bahw a dalam  rangka u n tu k  m eningkatkan  m otivasi kerja 
bagi Lembaga K em asyarakatan  di K elurahan, serta  
m em udahkan  penyaluran  B an tu an  K euangan, m aka 
P e ra tu ran  B upati K aranganyar Nomor 30 T ahun  2017 
ten tang  Pedom an Penggunaan B an tuan  K euangan kepada 
Lem baga K em asyarakatan  di K elurahan perlu  diubah;

b. bahw a berd asark an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  
dalam  h u ru f  a, perlu  m em bentuk  P era tu ran  Bupati 
ten tan g  P erubahan  a ta s  P era tu ran  B upati K aranganyar 
Nomor 30 T ahun  2017 ten tang  Pedom an Penggunaan 
B an tu an  K euangan kepada Lembaga K em asyarakatan  di 
K elurahan;

1. U ndang-U ndang Nomor 13 T ahun  1950 ten tang
P em bentukan  D aerah-daerah  K abupaten dalam  
Lingkungan Provinsi Jaw a  Tengah;

2. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tang
Pem bentukan  Peratu ran  P crundang-undangan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun  2011 Nomor 82, 
T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234);

3. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang
P em erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaim ana telah d iubah beberapa  kali te rakh ir dengan 
U ndang-U ndang Nomor 9 T ahun  2015 ten tang  Perubahan  
K edua a ta s  U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 
ten tan g  Pem erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2015 Nomor 58, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. P era tu ran  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun  2006 
ten tang  Pedom an Pengelolaan K euangan D aerah, 
sebagaim ana telah d iubah beberapa kali te rakh ir dengan 
P era tu ran  Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 
ten tan g  P erubahan  Kedua a ta s  P era tu ran  M enteri Dalam 
Negeri Nomor 13 T ahun  2006 ten tang  Pedom an 
Pengelolaan K euangan D aerah;



Pasall 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 30 Tahun 2017 ten tang Pedoman Penggunaan Bantuan 
Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan 
(Serita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 30), 
diubah sebagai berikut : 
1. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 4 diubah, 

sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 
Pasal4 

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bantuan Keuangan 
kepada RT, RW, TP PKK, LPMK, Karang Taruna, dan 
Satlinmas Kelurahan. 

(2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. insentif Ketua RT sebesar RP.1.500.000,00 (satu juta 

lima ratus ribu rupiah) per tahun; 
b. insentif Ketua RW sebesar RP.1.500.000,00 (satu juta 

lima ratus ribu rupiah) per tahun; 
c. biaya operasional kegiatan RT sebesar Rp.500.000,00 

(lima ratus ribu rupiah) pertahun; 
d. biaya operasional kegiatan RW sebesar 

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tahun; 
e. biaya operasional TP PKK sebesar Rp.10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) per tahun; 
f. biaya operasional LPMK sebesar Rp.5.000.000,00 

(lima juta rupiah) per lahun; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 30 TA HUN 2017 
TENTANG PEDOMA PE GGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 
KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN. 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 18); 

6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2016 
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Serita 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 40); 

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 132 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2016 Nomor 132), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 
Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Karanganyar Nomor 132 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 201 7 (Berita Daerah Ka bu paten Karanganyar 
Tahun 2017 Nomor 28); 

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan kepada 
Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Berita Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 30); 

Menetapkan 

4

1

M enetapkan

5. P e ra tu ran  D aerah K abupaten K aranganyar Nomor 18 
T ahun  2016 ten tang  Anggaran P endapatan  dan  Belanja 
D aerah  T ahun  Anggaran 2017 (Lem baran D aerah 
K abupaten  K aranganyar T ahun  2016 Nomor 18);

6. P era tu ran  Bupati K aranganyar Nomor 40 T ahun 2016 
ten tan g  Lembaga K em asyarakatan  K elurahan (Berita 
D aerah K abupaten K aranganyar Tahun 2016 Nomor 40);

7. P era tu ran  B upati K aranganyar Nomor 132 T ahun  2016 
ten tang  Penjabaran  Anggaran P endapatan  dan  Belanja 
D aerah T ahun  Anggaran 2017 (Berita D aerah K abupaten 
K aranganyar T ahun  2016 Nomor 132), sebagaim ana telah 
d iubah  dengan P eratu ran  Bupati K aranganyar Nomor 28 
T ahun  2017 ten tang  Perubahan  a ta s  P era tu ran  Bupati 
K aranganyar Nomor 132 T ahun  2016 ten tang  Penjabaran 
A nggaran P endapatan  dan  Belanja D aerah T ahun  
A nggaran 2017 (Berita D aerah K abupaten  K aranganyar 
T ahun  2017 Nomor 28);

8. P e ra tu ran  B upati K aranganyar Nomor 30 T ahun  2017 
ten tang  Pedom an Penggunaan B an tuan  K euangan kepada 
Lem baga K em asyarakatan di K elurahan (Berita D aerah 
K abupaten  K aranganyar T ahun  2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

Pasal I
B eberapa k e ten tu an  dalam  P era tu ran  B upati K aranganyar 
Nomor 30 T ahun  2017 ten tang  Pedom an Penggunaan B an tuan  
K euangan kepada Lembaga K em asyarakatan  di K elurahan 
(Berita D aerah K abupaten K aranganyar T ahun  2017 Nomor 30), 
d iubah  sebagai beriku t :
1. K eten tuan  ayat (2) h u ru f  a dan  h u ru f b Pasal 4 d iubah, 

sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai beriku t :
Pasal 4

(1) Pem erin tah  D aerah m engalokasikan B an tu an  K euangan
kepada RT, RW, TP PKK, LPMK, Karang T aruna, dan
S atlinm as K elurahan.

(2) B esarnya B an tuan  K euangan sebagaim ana d im aksud
pada ayat (1), sebagai berikut :
a. insentif K etua RT sebesar RP. 1 .500.000,00 (satu  ju ta  

lima ra tu s  ribu  rupiah) per tahun ;
b. insen tif K etua RW sebesar RP. 1 .500.000,00 (satu ju ta  

lima ra tu s  ribu  rupiah) per tahun ;
c. biaya operasional kegiatan RT sebesar Rp.500.000,00 

(lima ra tu s  ribu  rupiah) pertahun ;
d. biaya operasional kegiatan RW sebesar 

Rp.500.000,00  (lima ra tu s  ribu  rupiah) per tahun ;
e. biaya operasional TP PKK sebesar Rp. 10.000.000,00 

(sepuluh ju ta  rupiah) per tah u n ;
f. biaya operasional LPMK sebesar Rp.5 .000.000,00 

(lima ju ta  rupiah) per tahun ;



3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 7 
Pencairan Bantuan Keuangan yang dipergunakan untuk RT, 
RW, LPMK, TP PKK, Karang Taruna, dan Satlinmas 
ditransfer ke rekening Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua TP 
PKK, Ketua Karang Taruna, dan Ketua Satlinmas pada Bank 
Jateng. 

Pasal 5 
(1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mengajukan 

permohonan bantuan dilengkapi dengan proposal dan 
Rencana Penggunaan Dana kepada Camat melalui 
Lurah. 

(2) Camat selanjutnya menyusun rekapitulasi permohonan 
bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Camat mengajukan permohonan pencairan 
dana Bantuan Keuangan kepada Bupati, dengan 
melampirkan : 
a. Keputusan Lurah tentang: 

1. Pembentukan pengurus RT dan RW; 
2. Pembentukan pengurus LPMK; 
3. Pembentukan pengurus TP PKK; 
4. Pembentukan pengurus Karang Taruna; 
5. Pembentukan pengurus Satlinmas. 

b. rekapitulasi rencana penggunaan dana dari 
masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; 

c. surat pernyataan dari masing-masing Ketua RT, 
Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua TP PKK, Ketua Karang 
Taruna, dan Ketua Satlinmas bermaterai cukup 
ten tang kesanggupan melaksanakan dan 
mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima; 

d. fotokopi rekening Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua TP 
PKK, Ketua Karang Taruna, dan Ketua Satlinmas 
pada Bank Jateng. 

2. Ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 
berbunyi sebagai berikut : 

g. biaya operasional Karang Taruna sebesar 
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun; 

h. biaya operasional Satlinmas sebesar Rp.5.000.000,00 
(lima juta rupiah) per tahun. 

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dipergunakan untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan 
Kelurahan sesuai tugas dan fungsinya. 

(4) Biaya operasional RT dan RW sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dipergunakan untuk 
belanja barang dan jasa pendukung kegiatan. 

(5) Biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, 
huruf g, dan huruf h, dipergunakan untuk honorarium 
pelaksana kegiatan dan belanja barang dan jasa 
pendukung kegiatan. 

' 
g. biaya operasional Karang T aruna  sebesar

Rp.5 .000.000,00  (lima ju ta  rupiah) per tahun ;
h. biaya operasional Satlinm as sebesar Rp.5 .000.000,00  

(lima ju ta  rupiah) per tah u n .
(3) B an tuan  K euangan sebagaim ana d im aksud  pada

ayat (2), d ipergunakan  u n tu k  m endukung  kelancaran  
p e lak san aan  kegiatan Lembaga K em asyarakatan
K elurahan sesuai tugas dan  fungsinya.

(4) Biaya operasional RT dan RW sebagaim ana d im aksud  
pada ayat (2) h u ru f  c dan  h u ru f d, d ipergunakan  u n tu k  
belanja barang  dan ja sa  pendukung  kegiatan.

(5) Biaya operasional Lembaga K em asyarakatan  K elurahan 
sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) h u ru f  e, h u ru f  f, 
h u ru f  g, dan  h u ru f h, d ipergunakan  u n tu k  honorarium  
pe laksana  kegiatan dan  belanja barang  dan  ja sa  
pendukung  kegiatan.

2. K etentuan  ayat (3) h u ru f  d Pasal 5 d iubah , sehingga Pasal 5 
berbunyi sebagai beriku t :

Pasal 5
(1) Lem baga K em asyarakatan K elurahan m engajukan 

perm ohonan b an tu an  dilengkapi dengan proposal dan  
R encana Penggunaan D ana kepada C am at melalui 
Lurah.

(2) C am at se lan ju tnya m enyusun  rekap itu lasi perm ohonan 
b a n tu a n  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1).

(3) B erdasarkan  rekap itu lasi sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (2), C am at m engajukan  perm ohonan pencairan  
d an a  B an tu an  K euangan kepada Bupati, dengan 
m elam pirkan :
a. K eputusan  Lurah ten tang  :

1. Pem bentukan pengurus RT dan RW;
2. Pem bentukan pengurus LPMK;
3. Pem bentukan  pengurus TP PKK;
4. Pem bentukan  pengurus Karang T aruna;
5. Pem bentukan pengurus Satlinm as.

b. rekapitu lasi rencana penggunaan dana  dari 
m asing-m asing Lembaga K em asyarakatan  K elurahan;

c. su ra t pernyataan  dari m asing-m asing  K etua RT, 
K etua RW, Ketua LPMK, K etua TP PKK, K etua Karang 
T aruna, dan  K etua Satlinm as berm aterai cukup  
ten tang  kesanggupan  m elaksanakan  dan 
m em pertanggungjaw abkan d an a  A^ang telah diterim a;

d. fotokopi rekening K etua RW, Ketua LPMK, K etua TP 
PKK, K etua Karang T aruna, dan  K etua Satlinm as 
pada  B ank Ja teng .

3. K eten tuan  Pasal 7 
beriku t :

d iubah , sehingga berbunyi sebagai

Pasal 7
Pencairan  B an tuan  K euangan yang d ipergunakan  u n tu k  RT, 
RW, LPMK, TP PKK, Karang T aruna, dan  Satlinm as 
d itransfer ke rekening Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua TP 
PKK, K etua Karang T aruna, dan  K etua Satlinm as pada  Bank 
Ja teng .
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

JULIYATMONO 

ttd. 

Ditetapkan di Karanganyar 
pad a tanggal S April 2017 

BUPATI KARANGANYAR, 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. 

• 
Pasal II

P e ra tu ran  B upati ini m ulai berlaku pada  tanggal d iundangkan . 
Agar setiap  orang m engetahuinya, m em erin tahkan  
pengundangan  P eratu ran  Bupati ini dengan penem patannya 
dalam  Berita D aerah K abupaten K aranganyar.

D itetapkan di K aranganyar 
pada tanggal 5 April 2017

BUPATI KARANGANYAR, 

ttd.

JULIYATMONO

D iundangkan di K aranganyar 
pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 32
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SEKRETARIAT DAERAH 
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